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BAB VI 

SARAN 

 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

yang telah dilaksanakan selama 5 minggu di Apotek Libra, mulai dari 

tanggal 3 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019, ada beberapa saran 

atau masukan bagi calon Apoteker, yaitu:  

1. Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan kemampuan 

dalam berkomunikasi dan kepercayaan diri dalam memberikan 

informasi terkait obat kepada pasien. 

2. Mahasiswa calon Apoteker sebaiknya membekali diri mengenai 

dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian, serta 

manajemen Apotek dari literatur yang ada sehingga calon 

Apoteker lebih siap menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker 

dan dapat memanfaatkan waktu PKPA dengan efektif dan 

efisien.  

3. Mahasiswa calon Apoteker harus memiliki pengetahuan yang 

cukup mengenai obat-obatan yang sering dicari dan sering 

digunakan oleh masyarakat dan diharapkan calon Apoteker 

mampu mempelajari macam-macam kelas terapi obat agar 

wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak. 

4. Mahasiswa calon Apoteker harus berperan aktif dalam 

melaksanakan PKPA di Apotek agar dapat memperoleh 

informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Apotek.  
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